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PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.Ktg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ikuna, 27 April 1997, agama
Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Dusun lll, Desa Ikuna, Kecamatan
Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow
sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tapa Aog, 21 September 1995,
agama Islam, pekerjaan Penambang emas, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun IV, Desa
Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang

Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2018
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan  Agama Kotamobagu, dengan Nomor
685/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 26 September 2018, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario,
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sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

153/08/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Penggugat di Desa lkuna selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah lagi

dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tapa Aog selama 2 (dua)

bulan, kemudian pindah lagi dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di

Desa lkuna, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang

Mongondow.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak

perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun, anak

tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2016 antara

Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap
Penggugat karena uang dibagi dua Tergugat untuk keperluan Tergugat.
b. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.

C. Tergugat sering berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat
dengan kata seperti binatang, setang terhadap Penggugat dan
Tergugat juga pernah memukul (KDRT) terhadap Penggugat.

d. Pada saat pertengkaran Tergugat mengatakan kita somo kase
pulang ngana pa ngana pe orang tua terhadap Penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada

tanggal 27 Juni 2017 yang penyebabnya karena Tergugat minum-minuman

keras hingga mabuk sehingga sampai mengarahkan barang tajam terhadap

Penggugat, dari kejadian tersebut Penggugat mengambil keputusan untuk

berpisah dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah
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meninggalkan Penggugat sampai sekarang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan
yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor
685/Pdt.G/2018/PA.Ktg masing-masing tanggal 2 Oktober 2018 dan 9 Oktober
2018;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati
Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:
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A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/08/VI1/2013 tertanggal 31 Juli
2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota
Manado, bermaterai Rp6.000 dan telah cocokan dengan aslinya teryata
cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Desa lkuna, Kecamatan Dumoga

Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow dan dibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tri Cita Dewi Mamonto dan
Tergugat bernama Trsino Mokoagow;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat
dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
bahagia kemudian mulai tidak harmonis rukun karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras
bersama teman-temannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar
1 tahun lamanya;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil berhasil;

2. XOXKXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak

ada, bertempat tinggal di Desa lkuna, Kecamatan Dumoga Tenggara
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Kabupaten Bolaang Mongondow dan dibawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat
di Desa Tapaog dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
bahagia kemudian mulai tidak harmonis rukun karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
Tergugat sering minum-minuman keras setiap malam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar
1 tahun 3 bulan lamanya;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil berhasil;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai
dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula
ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban
untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor
1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina
rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka
dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan
Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo
dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka,
maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Juli 2013 dengan demikian maka dalil-
dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat,
ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan
kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus
terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus
dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian
yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan
yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat
dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih
dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara
perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana
ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Tergugat
adalah dilatar belakangi oleh motif penyelundupan hukum dengan cara

Tergugat sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian,
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demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai
(persepakatan cerai) yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani
pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus
dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya tersebut,
Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam
duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan dan
mendenar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus
dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten)
bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga sangat wajar dan
lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah
bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, artinya tidak semua
pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangga harus berujung kepada
terjadinya perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum
untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang
terjadi secara terus menerus dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali
(vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dengan
demikian, maka Penggugat harus membuktikan bahwa pertengkaran yang
didalilkannya itu adalah “pertengkaran yang terjadi secara terus menerus”,
adapun fakta “tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga” oleh karena
fakta tersebut adalah fakta hukum/ bukan fakta peristiwa, maka fakta tersebut
merupakan ranah kwalifisir Hakim, sehingga Penggugat tidak dibebani untuk
membuktikan fakta “tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga” itu;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pertengkaran Penggugat
dan Tergugat adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus,
Penggugat menunjuk keterangan kedua orang saksinya tersebut dalam duduk
perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri
bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun
maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan
tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga
yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan
diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat
dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat
tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga,
sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan
sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari
pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka
selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh
karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut
masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran Penggugat dan
Tergugat telah terbukti berada dalam kategori pertengkaran yang terjadi secara
terus menerus karena pertengkaran tersebut masih terus berlanjut sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka telah terbukti fakta bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat
dan Tergugat adalah pertengkaran terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk
dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan
gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan
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Tergugat sudah termasuk dalam kategori pertengkaran yang sudah tidak ada
harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan-
pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran secara terus
menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk
dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran
itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena jika seandainya pun
penyebab pertengkaran itu tidak terbukti, hal itu tidaklah mempengaruhi fakta
yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”,. sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab
pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim memandang perlu
mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan
perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri,

yang terdapat di dalam kitab Figh Sunnah Juz Il,hal.290 sebagai berikut :

Slie] o damg il ainy il sod Lalges iy 518

Loglliol v 8zl plgs GUaY lao syl OlSs 7ol
il dslls lgalls Login Tl ye (molall jzey

Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan
pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit
menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah
tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka
Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
untuk rukun kembali, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir
tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga
dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama in casu Pengadilan
Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in
shugra;

Menimbang, bahwa talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh
dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun
Penggugat berada dalam masa iddah (vide Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Udang-undang Nomor 3 Tahun 20086,
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
dan hukum syara® yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Nurhayati
Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.| dan
Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,
Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag
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Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2 Biaya ATK : Rp 50.000,-

3BiayaPanggiIan : Rp 325.000,-

4, Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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